SALINAN

BUPATI JEPARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka  penyelenggaraan tata  kelola
kepemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis,
transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu didukung
dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan
satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan
daerah Provinsi dan Kabupaten;

b. bahwa dalam perencanaan pembangunan
daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun
sistem perencanaan pembangunan daerah yang transparan,
responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan dan berkelanjutan, meliputi rencana
pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan
tahunan, rencana tata ruang dan rencana sektoral;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, pelaksanaan musyawarah
perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan
rencana tata ruang wilayah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah;



Mengingat :

10.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana teiah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);



11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaari Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rericana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



21.

22.

23.

24.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006
tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012
tentang Pembentukan Peraturan Daerah ( Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Dan

BUPATI KABUPATEN JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

—

Daerah adalah Kabupaten Jepara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan Daerah.
Bupati adalah Bupati Kabupaten Jepara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara
Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Jepara.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan/atau
barang daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Jepara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan
pembangunan dan  penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan
perencanaan pembangunan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Jepara.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial
dalam lingkungan wilayah/daerah untuk jangka waktu tertentu.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata
cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di
tingkat pusat dan daerah.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan
dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan
oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat di Daerah
Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat vlsi, misi dan arah
pembangunan Daerah Kabupaten dan mengacu pada RPJP Nasional dan
RPJP provinsi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara yang
selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi,
misi dan program Bupati Jepara dan penyusunannya berpedoman pada
RPJPD Kabupaten Jepara dengan memperhatikan RPJM Daerah,provinsi
dan RPJM Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara yang selanjutnya
disingkat RKPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan untuk periode I
(satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk
periode S (lima) Tahun.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD
adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) Tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenal upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten
Jepara untuk mencapai tujuan.



